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this study aims to determine how the implementation is inventory of regional assets in the
regional financial and asset management agency of Riau province, and to find out what are
the obstacles in the implementation of the asset inventory, The theory used in this study was
the Asset Inventory by Sugiama in Muthiah Sangadji using 3 indicators (Data Collection,
Recording, and Reporting). To be able to answer these problems the researcher used a
qualitative method with a descriptive approach / in this qualitative research the writer used
data collection techniques in the form of observation, Interviews and documentation then
analyzed based on the research problem. The results of this study indicate that the
implementation of the Regional Asset Inventory at the Regional Financial and Asset
Management Agency of Riau Province, Seen from the 3 indicators (Data Collection,
Recording and Reporting) has not been carried out properly because there are still
deficiencies in controlling activities such as the implementation of the merging of inventory
cards and there are still delays in making report. The constraints in this study are the lack of
human resources, The method of data collection of assets is not optimal, and not yet orderly
in administration.
Keywords: Data Collection; Inventory; Recording; Regional Assets; Reporting
Abstrak
Penelitian ini bertujuan agar mengetahui bagaimana pelaksanaan inventarisasi aset daerah
di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi riau, dan untuk mengetahui apa
saja kendala dalam pelaksanaan inventarisasi aset tersebut, Teori yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Inventarisasi Aset oleh Sugiama dalam Muthiah Sangadji dengan
menggunakan 3 indikator (Pendataan, Pencatatan, dan pelaporan).Untuk dapat menjawab
permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
deskriktif/ dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data
berupa observasi ,wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis berdasarkan masalah
penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Inventarisasi Aset Daerah di
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau dilihat dari 3 indikator
(Pendataan, Pencatatan dan Pelaporan ) belum terlaksana dengan baik karna masih
terdapat kekurangan pada kegiatan penertibannya seperti pelaksanaan pelebelan kartu
inventarisasi dan masih terdapat keterlambatan pembuatan laporan. Kendala-kendala
dalam penelitian ini adalah Kurangnya sumber daya manusia, Metode pendataan aset
belum maksimal, dan Belum tertibnya beradministrasi. .
Kata Kunci: Aset Daerah; Inventarisasi; Pendataan; Pencatatan; Pelaporan
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PENDAHULUAN
Salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang baik adalah pengelolaan aset daerah atau barang milik daerah yang profesional. Hal
ini disebabkan Aset Daerah merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah
guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Pengelolaan Aset Daerah
yang profesional dapat membuat pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana
sesuai harapan, yakni meningkatnya kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh karena itu,
Aset Daerah harus dikelola secara transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin
adanya kepastian nilai.
Pelaksanaan inventarisasi aset daerah berperan penting dalam kegiatan suatu
instansi. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah diperlukan untuk mencatat aset /kekayaan
negara yang sudah dibeli, diterima, dibagikan, dan dipakai seluruh pegawai instansi, baik
barang bersifat tetap maupun barang bergerak. Pelaksanaan inventarisasi aset / kekayaan
negara dilakukan untuk menyediakan berbagai informasi berkaitan dengan keberadaan
aset. Pelaksanaan inventarisasi juga sebagai instrumen pengambilan keputusan berkaitan
dengan tindakan-tindakan manajemen barang, seperti pengadaan, distribusi, ataupun
pengahapusan barang.
Untuk mewujudkan pengelolaan Aset Daerah yang lebih efektif dan efesien di
daerah, maka pemerintah daerah dengan kewenangan yang dimiliki bisa membuat
peraturan sendiri dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.
Atas dasar itulah maka pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Riau membuat Peraturan
Daerah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam Perda ini
ditegaskan lagi bahwa inventarisasi Aset Daerah secara umum merupakan serangkaian
kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset
yang dimiliki daerah.
Sugiama dalam Sut Mutiah Sangadji (2018:45) menyatakan inventarisasi aset
merupakan serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan
pelaporan hasil pendataan aset.
Keberadaan Perda Nomor 25 Tahun 2018 ini tentunya sangat strategis dalam
pengelolaan aset daerah di Provinsi Riau. Namun Pemerintah Provinsi Riau masih
menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan Aset Daerah terutama terkait dengan
kegiatan inventarisasi Aset Daerah. Pada salah satu OPD di Pemerintah Provinsi Riau, yakni
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hal ini tertuang pada Peraturan
Gubernur Riau Nomor 92 Tahun 2016 Tentang, Tugas, Pokok, fungsi dan struktur organisasi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Dalam melaksanakan Tugas
Pokok dan Fungsinya, salah satunya yaitu Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada
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Sekretaris, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang
Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Aset daerah.
Dan masih terdapat pada Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Riau masih belum
Transfaransi mengenai Penatausahaan barang milik daerah khususnya pada Inventarisasi
Barang,masih terdapat keterlambatan pembuatan laporan yang mengakibatkan laporan
tersebut tidak terlaksanakan dengan baik, dan dalam pengupdatean barang yang rusak
belum tertata rapi dan masih terdapat kekurangan pada kegiatan penertibannya seperti
pelaksanaan pelebelan kartu inventarisasi pada aset daerah contohnya pada pelabelan
dengan kertas tempelan dan piloks secara keseluuruhan, dan inventarisasi belum terlaksana
dengan baik karna belum sesuai dengan kode aset dalam pemendagri nomor 108 tahun
2016 maka inventarisasi aset BPKAD Provinsi Riau belum bisa dibuat KIR.
Peneliti sendiri mencoba untuk melihat bagaimana pelaksanaan inventarisasi aset
daerah di provinsi riau khususnya pada kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Provinsi Riau dengan merujuk kepada penggunaan teori Sugiama dalam Sut Mutiah
Sangadji (2018:45) dan Apa saja kendala- kendala dalam pelaksanaan inventarisasi.
Sugiama dalam Sut Mutiah Sangadji (2018:45) terdapat 3 indikator (Pendataan, pencatatan
dan Pelaporan).
Tujuan dari pada penelitian ini untuk Untuk mengetahui Pelaksanaan Inventarisasi
Aset Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau dan
Untuk mengetahui kendala-kendala dalam Inventarisasi Aset Daerah. Dan manfaat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengetahuan khususnya
bidang ilmu administrasi publik terkait inventarisasi aset. Sedangkan manfaat Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengetahuan khususnya bidang ilmu
administrasi publik terkait inventarisasi aset. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-
penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan inventarisasi aset. Sebagai pijakan dan
referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan inventarisasi
aset.
METODOLOGI
Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Bogdan
dan Taylor (2007) mendefenisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang
menghasilkan hasil deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilku
yang dapat diamati. Selain itu penelitian deskriptif dijelaskan oleh Zuriah (2009) sebagai
penelitian yang diarahkan memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau keadian-kejadian
secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
Lokasi penelitian merupakan wilayah dimana penelitian ini dilaksanakan supaya peneliti
mampu memahami bagaimana situasi yang senyatanya kepada apa yang akan diteliti. Pada
849
Journal Publicuho
ISSN2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 4 Number 3 (August - October), (2021) pp. 846-853 Accredited SINTA SK.NOMOR 28/E/KPT/2019
Open Access at:http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index DOI: 10.35817/jpu.v4i3.19781
| J o u r n a l P u b l i c u h o - V o l 4 . N o 3 . 2 0 2 1 | Copyright©2021
penelitian ini tempat yang dipilih dalam penelitian yaitu Pada Kantor Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.
Penelitian ini memakai teknik analisis data secara interaktif dimana pengolahan datanya
meliputi beberapa bagian diantaranya pengumpulan data, reduksi data, model data dan
penarikan kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Inventarisasi Aset Daerah Di Provinsi Riau
(Studi Kasus Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau)
Pelaksanaan inventarisasi aset daerah berperan penting dalam kegiatan suatu
instansi. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah diperlukan untuk mencatat aset /kekayaan
negara yang sudah dibeli, diterima, dibagikan, dan dipakai seluruh pegawai instansi, baik
barang bersifat tetap maupun barang bergerak.
Untuk mewujudkan pengelolaan Aset Daerah yang lebih efektif dan efesien di
daerah, maka pemerintah daerah dengan kewenangan yang dimiliki bisa membuat
peraturan sendiri dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.
Atas dasar itulah maka pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Riau membuat Peraturan
Daerah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam Perda ini
ditegaskan lagi bahwa inventarisasi Aset Daerah secara umum merupakan serangkaian
kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset
yang dimiliki daerah.
Pembahasan yang disajikan merupakan hasil dari pengolahan data dan penemuan
lapangan yang peneliti jalankan dengan penggunaan model Inventarisasi aset menurut
Sugiama dalam Mutiah sangadji 2018 Dalam teori itu terdapat 3 indikator yang dianggap
mempengaruhi inventarisasi aset diantaranya Pendataan, Pencatatan dan Pelaporan.
Berikut penjabaran analisisnya :
1. Pendataan
Pendataan data merupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan
untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengelolaan data yang
dipakai untuk suatu keperluan.Pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Riau pada pendataannya belum melakukan inventalisir aset dengan semestinya,
masih banyak terdapat kekurangan pada kegiatan penertibannya seperti pelaksanaan
pelebelan kartu inventarisasi pada aset daerah contohnya pada pelabelan dengan kertas
tempelan dan piloks secara keseluuruhann dan inventarisasi belum terlaksana dengan baik
karna belum sesuai dengan kode Inventarisasi aset 108 tahun 2016 karna baru dilaksanakan
pengubahan dari kode lama ke kode baru karna baru dapat informasi pada akhir
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desember 2020 dan ditahun 2021 akan dilaksanakan pengkodean tersebut, dan juga salah
satunya belum terlaksana sesuai kode tersebut karna banyaknya aset yang harus diberi
pengkodean.dan juga pada pelaksanaan pembuatan laporan yang mengakibatkan
pembuatan laporan tidak terlaksana dengan baik karna tenaga kerja yang kurang
maksimal dan tidak sadar dalam melaksanakan tanggung jawab, dan juga pengupdetan
aset yang rusak belum tertata dengan rapi.
2. Pencatatan
Pencatatan itu sendiri merupakan kegiatan atau proses pendokumentasian suatu
aktivitas dalam bentuk tulisan pencatatan dilakukan diatas kertas,disket, pita nama,dan pita
film bentuk catatan dapt berupa tulisan,grafik, gambar dan suara. Pada kantor Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau pada pencatatannya dan pendaftaran
dilakukan oleh pengelola aset dan itu dilakukan dengan menggunakan BAST (Berita Acara
Serah Terima) Kalau tidak dilakukan akan berdampak pada kehilangan aset daerah. BPKAD
telah melaksanakan pendaftaran dan pencatatan dengan baik dan sesuai dengan
penggolongan dan kodefikasi, akan tetapi masih terdapat pada keterlambatan
pengumpulan laporan setiap bidang, dan tidak tepat waktu, itu yang sering membuat
BPKAD terlambat dalam pengumpulan laporan.
3. Pelaporan
Pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang semester dan setiap tahun
setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pada kantor Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Riau pada pelaporannya dan Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah mengalami masalah dalam sumber daya manusia yang tidak memadai dan
Belum Tingginya Tingkat Kesadaran Kerja Pada Personil ,itu yang menyebabkan laporan
menumpuk, sehingga terjadilah keterlambatan pembuatan laporan.
Kendala Dalam Pelaksanaan Inventarisasi Aset Daerah Provinsi Riau
Setiap pelaksanaan dan penyelenggaraan suatu program selalu ada kendala dalam
pelaksanaannya. Untuk mencapai suatu keinginan yang diharapkan dalam menjalankan
suatu program tidaklah mudah meskipun segala urusan tersebut dilakukan secara maksimal.
Adapun kendala-kendala dalam pelaksanaan inventarisasi tersebut yaitu :
Sumber daya manusia
Kendala dalam pelaksanaan inventarisasi yaitu sumber daya manusia yaitu tidak
sesuai dengan beban kerja yang ada seharusnya pekerjaan tersebut dilakukan oleh 3 orang
akan tetapi pada BPKAD hanya terdapat 2 orang tenaga kerja. kalau bisa ditambah 1
orang lagi, agar pelaksanaan penatausahaan aset daerah khhususnya bagian inventarisasi
berjalan dengan lancar dan maksimal.
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Metode Pendataan Aset Belum Maksimal
Bahwa pada pendataan aset terdapat keterlambatan untuk memberikan data-data
aset kepada Pengguna Aset dari Kuasa Pengguna Aset, Lambatnya Pelaporan inventarisasi
aset, disebabkan karena tidak di segerakannya kegiatan yang ada pada kuasa
pengguna/pengguna aset yang menumpuk dan ditunda-tunda sehingga menyebabkan
keterlambatan pembuatan laporan, dan juga kesadaran untuk menyiapkan pelaporan aset
tersebut belum sepenuhnya dilakukan dengan semestinya, pelaporan dilaporkan pasti ketika
waktu terakhir penerimaan pelaporan sehingga menumpuknya satuan kerja yang
memberikan laporannya dan mengakibatkan keterlambatan dalam penyusunan Daftar
Pengguna aset dan proses selanjutnya.
Belum Tertib Administrasi
bahwa masih belum tertib pelaksanaan administrasi penatausahaan khususnya pada
inventarisasi yang tidak terlaksana secara keseluruhan seperti pelabelan kartu inventarisasi
yang tidak ada pada keseluruhan aset daerah pada BPKAD Provinsi Riau, dan atau
pemasangan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) yang tidak terpasang pada setiap ruangan
pada BPKAD Provinsi Riau.
KESIMPULAN
Pada Pelaksanaan Inventarisasi Aset Daerah Provinsi Riau berdasarkan Permendagri No.19
tahu 2016 inventarisasi Aset Daerah ada 3 (tiga) yaitu Pendataan , pencatatan, dan
Pelaporan. Pada proses pencatatan yang dilakukan belum terlaksana dengan baik karena
pada Inventarisasi, dalam buku inventarisasi baik Kartu Inventarisasi Barang (KIB) dan Kartu
Inventaris Ruangan (KIR) data tersaji belum dengan baik karena kelengkapan data masih
ada yang tidak lengkap, kemudian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Riau dan Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak melaksanakan pelabelan Kartu
Inventaris terhadap aset/barang milik daerah yang berada pada penguasaannya secara
keseluruhan dan tidak di pasangnya Kartu Inventaris Ruangan (KIR) pada setiap Ruangan
pada BPKAD Provinsi Riau, dan masih terdapat keterlambatan pembuatan laporan. Dan
juga dalam pengupdetan barang yang rusak belum tertata dengan rapi. Kendala-Kendala
dalam Pelaksanaan Inventarisasi Aset Daerah Provinsi Riau yaitu: Sumber daya manusia,
metode pendataan aset belum maksimal, dan belum tertibnya beradministrasi.
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